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BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang analisis

penatausahaan keuangan desa pada Desa Umanen Lawalu Kecamatan Malaka

Tengah Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran

2016 dan 2017, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan :

1. Dalam aspek perencanaan keuangan desa, Pemerintah Desa Umanen

Lawalu selalu melibatkan masyarakat dalam musyawarah tingkat dusun

maupun musyawarah tingkat desa sehingga program-program yang akan

direncanakan untuk dilaksanakan sesusai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Di Desa Umanen Lawalu seluruh penerimaan dan pengeluaran dana telah

dilaksanakan melalui rekening kas desa. Dalam pelaksanaannya pun

Bendahara Desa menyimpan dana dengan jumlah tertentu untuk

memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa Umanen Lawalu tidak

melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penggunaan keuangan desa

sebelum pembayaran suatu kegiatan dilakukan oleh Bendahara Desa. Hal

ini menyebabkan tidak berjalannya fungsi kontrol atau pengawasan atas

pengeluaran keuangan desa. Dengan demikian, pengendalian internal atas

penggunaan keuangan desa dapat dikatakan tidak menjamin keamanan

aset desa, khususnya kas.

4. Untuk proses penatausahaan keuangan desa, Bendahara Desa Umanen

Lawalu telah melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi
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penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Namun penyampaian

laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa selalu terlambat. Hal

ini terbukti dari adanya penyampaian laporan pertanggungjawaban yang

selalu disampaikan setelah tanggal 10 setiap bulannya.

5. Faktor-faktor penyebab penatausahan keuangan desa di Desa Umanen

Lawalu Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka tidak berjalan

baik adalah sumber daya manusia yang kurang kompeten, dan

penggunaan teknologi informasi yang kurang dipahami oleh aparat

pengelola keuangan desa. Secara umum faktor-faktor itulah yang

menyebabkan penatausahaan keuangan desa di Desa Umanen Lawalu

tidak berjalan baik.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran penulis kepada

Pemerintah Desa Umanen Lawalu adalah sebagai berikut:

1. Agar fungsi pendalian internal atas penggunaan keuangan desa dapat

memenuhi tujuan pengendalian internal yang baik, khususnya sehubungan

dengan pengendalian internal untuk kas, maka setiap bukti pengeluaran

kas harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa sebelum diotorisasi oleh

Kepala Desa.

2. Perlu adanya pelatihan dan pendampingan teknis yang cukup dan

berkelanjutan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga

sumber daya manusia di Desa Umanen Lawalu dengan latar belakang

pendidikan dan keahlian teknis yang kurang dapat ditingkatkan
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kemampuannya. Hal ini perlu dilakukan sehingga penatausahaan

keuangan desa dapat berjalan dengan baik, dan laporan

pertanggungjawabannya selalu dapat dilakukan tepat pada waktunya.
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